
 
 

 
 

WALI KOTA PAREPARE 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 

NOMOR  11   TAHUN  2022 
 

TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PAREPARE, 
 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; 

 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diajukan dengan 
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 yang dijabarkan ke dalam  prioritas dan plafon anggaran 
sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah 

dengan DPRD; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare 
Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat:   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang    Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

 
4. Undang-Undang ..…………….. 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

12. Peraturan ..…………….. 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 972); 
 

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE 
dan 

WALI KOTA PAREPARE 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Parepare. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare. 
 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat  

APBD  adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare 

Tahun Anggaran 2023. 

 

BAB II ..……………...... 
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    BAB II 

    APBD 
 

   Bagian Kesatu 

   Umum 
 

  Pasal 2 

(1) APBD terdiri atas :  

 a. pendapatan Daerah;  

 b. belanja Daerah; dan  

 c. pembiayaan Daerah.  

  

(2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp932.611.555.607,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah          Rp907.611.555.607,00 
 

b. Belanja Daerah                 Rp924.595.555.607,00 
 

defisit/Surplus Rp(16.984.000.000,00) 
 

c.  Pembiayaan Daerah 

 

1. Penerimaan Pembiayaan         Rp25.000.000.000,00 
 

2. Pengeluaran Pembiayaan        Rp8.016.000.000,00 
 

Pembiayaan Netto Rp16.984.000.000,00   

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 

 
   Bagian Kedua 

Pendapatan Daerah 
 

   Pasal 3 
 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, 

direncanakan sebesar Rp907.611.555.607,00 yang bersumber dari: 

a.pendapatan Asli Daerah; 

b.pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah 

 

Paragraf 1 

Pendapatan Asli Daerah 
 

Pasal 4 

 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf  a 

direncanakan  sebesar  Rp179.162.217.169,00 yang  terdiri atas: 

a. pajak daerah; 
 

b. retribusi daerah; 
 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 

(2) Pajak ..…………….. 
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(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp40.267.000.000,00 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud   pada  ayat (1)   huruf b 

direncanakan sebesar Rp9.117.445.285,00 

 

(4) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp10.000.000.000,00 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.777.771.884,00 
 

  Paragraf 2 

Pendapatan Transfer 

Pasal 5 
 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf  b  

direncanakan  sebesar  Rp723.449.338.438,00 yang  terdiri atas: 

a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan 

b.pendapatan transfer antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.554.681.000,00 

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp114.894.657.438,00 

 

    Paragraf 3 

  Lain-lain Pendapatan yang sah 

Pasal 6 
 

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00. 

a.  pendapatan hibah; 
 

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp0,00 

 

Bagian ..…………….. 
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  Bagian Ketiga 

        Belanja Daerah 

   Pasal 7 

 

Anggaran  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2023, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp924.595.555.607,00 

yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 
 

b. belanja modal; 
 

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 

   Paragraf 1 

  Belanja Operasi 
 

Pasal 8 

 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp764.598.193.675,00 yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 
 

d. belanja hibah; dan 

e. belanja bantuan sosial. 
 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp369.925.681.980,00 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp386.682.960.791,00 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp1.500.000.000,00 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp6.164.530.904,00 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp325.020.000,00 

 Paragraf 2 

  Belanja Modal 

Pasal 9 

 
 

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf  b 

direncanakan  sebesar Rp153.997.361.932,00 

 

Paragraf  ……....…….... 
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Paragraf 3 

Belanja Tidak Terduga 

Pasal 10 

 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 yang terdiri atas belanja tidak 

terduga. 

   Paragraf 4 

     Belanja Transfer 

   Pasal 11 

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf  d  

direncanakan  sebesar Rp 0,00 
 

  Bagian Keempat 

  Pembiayaan Daerah 

Pasal 12 

 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.984.000.000,00 

yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan  

b. pengeluaran pembiayaan. 

  Paragraf 1 

Penerimaan Pembiayaan 

 Pasal 13 

 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  

huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 yang terdiri atas: 

a. sisa   lebih   perhitungan   anggaran   tahun   anggaran sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 
 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
 

d. penerimaan pinjaman daerah; 
 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
 

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp25.000.000.000,00 

 

Paragraf 2  ..……………...... 

  



- 8 - 
 

 Paragraf 2 

Pengeluaran Pembiayaan 
 

 Pasal 14 

 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf b direncanakan sebesar Rp8.016.000.000,00 yang terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan; 
 

b. penyertaan modal daerah; 
 

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
 

d. pemberian pinjaman daerah; dan 
 

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana    dimaksud   pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 

(3) Pembayaran   cicilan   pokok   utang   yang   jatuh   tempo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp2.766.000.000,00 
 

Pasal 15 
 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus/(defisit) sebesar 

Rp(16.984.000.000,00) 

(2) Pembiayaan  neto  yang  merupakan  selisih  penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 

Rp16.984.000.000,00 
 

Pasal 16 
 

(1) Dalam  keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam  perubahan  APBD 

Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan 

Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD, 

dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

b. pelaksanaan ………....….. 
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b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan  sarana/prasarana  yang  dapat  mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

 (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan   daerah   dalam   rangka   pelayanan   dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat.  
 

Pasal 17 
 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari  : 
 

1.  Lampiran I  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok 

dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 

Anggaran 2023; 

2.  Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 

2023; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah,Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; 

4. Lampiran IV   Rekapitulasi   Belanja     Menurut     Urusan 

Pemerintahan Daerah,  Organisasi,  Program dan 

Kegiatan Beserta Hasil dan    Sub  Kegiatan beserta 

keluaran Tahun Anggaran 2023; 

5. Lampiran V   Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam     Kerangka     Pengelolaan Keuangan Negara 

Tahun Anggaran 2023; 

6.  Lampiran VI   Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun 

Anggaran 2023; 

 

 

7. Lampiran VII  ……………....... 
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7.  Lampiran VII  Sinkronisasi  Program  pada  RPJMD  dengan APBD 

Tahun Anggaran 2023; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi   Program,   Kegiatan   dan  Sub Kegiatan 

pada  RKPD  dan  PPAS  dengan Peraturan Daerah 

tentang APBD ; 

  9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

10. Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 

Tahun Anggaran 2023; dan 

11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023. 
 

Pasal 18 
 

Wali Kota Parepare menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

  BAB III 

        KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 19 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. 

 

  Ditetapkan di Parepare 

pada tanggal 29 Desember 2022 

WALI KOTA PAREPARE, 

 

        TTD 

 

TAUFAN PAWE 
 

Diundangkan di Parepare  

pada tanggal 29 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 

 TTD 

 

IWAN ASAAD 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR  11 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI 
SULAWESI SELATAN : B.HK.11.175.22 
 

 


